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Abstract 

Outbreak of the corona virus or the covid-19 pandemic has harmed many parties in any sector, be it 
education, health or the economy. Until now, in the economic sector, the central statistics agency noted 
that the rate of economic growth in Indonesia experienced a slowdown which fell in the first quarter of 
2020, which was only 2.97%. Meanwhile, economic growth in the first quarter of 2019 was at 5.07%, the 
impact is based on data from the Ministry of Manpower, there were 1.79 million cases of workers who 
were laid off in Indonesia. This research aims to find out what the company's forms and efforts are in 
giving workers rights even in the conditions of the corona virus outbreak, both workers who are still in the 
company and who have been laid off. In each data writing / research uses normative legal research 
methods. That the implementation of workers' rights must be fully carried out even though it is in the era 
of this epidemic because this is an obligation for the company in accordance with what has been previously 
agreed, and there needs to be supervision for both workers and companies regarding their rights and 
obligations. 
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Abstrak 

Mewabahnya virus corona atau pandemi covid-19 ini telah merugikan banyak pihak dalam sektor apapun 
baik pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Hingga saat ini dalam sektor ekonomi bedasarkan badan 
pusat statistik mencatat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perlambatan yang 
jatuh di Kuartal I/2020, yaitu hanya 2,97%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I/2019 
berada di angka 5,07%, dampaknya berdasarkan data kementrian ketenagakerjaan ada 1,79 juta kasus 
pekerja yang di PHK di Indonesia sendiri, menganai hal tersebut penelitian ini bertujuan utuk 
mengetahui apa saja bentuk dan upaya perusahaan dalam memberikan hak pekerja walaupun dalam 
kondisi wabah virus corona ini baik pekerja yang masih dalam perusahaan dan yang sudah di PHK. 
Dalam setiap data penulisan atau penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahwa 
penerapan hak pekerja itu harus terlaksanakan sepenuhnya walaupun sedang dimasa adanya wabah ini 
karena hal tersebut adalah kewajiban bagi perusahaan sesuai dengan yang sudah di perjanjiakan 
sebelumnya, dan perlu adanya pengawasan baik bagi pekerja ataupun perusahaan perihal hak dan 
kewajibannya. 

Kata Kunci: Hak Pekerja; Pandemi Covid-19; Ketenagakerjaan 
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A. PENDAHULUAN 

Hukum ketenagakerjaan adalah bagian dari ilmu hukum yang mempelajari 

tentang ketenagakerjan di Indonesia di mana ketenagakerjan merupakan seluruh 

perihal yang berhubungan dengan tenaga kerja, pekerja serta buruh pada waktu saat 

sebelum, sepanjang, serta setelah masa kerja.1 Tenaga kerja merupakan orang yang 

sanggup untuk bisa melaksanakan pekerjaan dalam industri guna menciptakan benda 

ataupun jasa baik terhadap kebutuhan sendiri dan warga sebaliknya pekerja ataupun 

buruh merupakan orang yang dengan bekerja menerima upah ataupun imbalan yang 

dalam wujud lain.2  Industri di Indonesia merupakan industri yang tiap wujud usaha 

ialah berstatus badan hukum ataupun tidak, kepunyaan orang perseorangan, 

kepunyaan persekutuan, ataupun kepunyaan badan hukum, baik kepunyaan swasta 

ataupun kepunyaan negeri yang memperkerjakan pekerja ataupun buruh dengan 

berikan ataupun membayar upah ataupun imbalan dalam wujud lain, usaha- usaha 

sosial yang memiliki pengurus serta memperkerjakan orang lain dengan berikan atau  

membayar upah ataupun imbalan dalam wujud lain.3 

Sebagaimana kita tahu kalau segala dunia tengah alami bencana menimpa 

pandemi covid- 19 ataupun wabah corona, tercantum Indonesia sendiri terdampak 

wabah pandemi virus Covid- 19 yang disebabkan oleh penularan yang sangat kilat. 

Pemerintah juga wajib menghasilkan kebijakan dengan menghimbau penghentian 

sedangkan aktivitas-aktivitas yang bisa memunculkan kerumunan, semacam kegiatan 

pembelajaran di sekolah ataupun di luar, pekerjaan di industri, aktivitas di ruang 

universal ataupun terbuka, sampai keagamaan di rumah ibadah. Dengan terdapatnya 

wabah virus corona ini, sepatutnya hukum bisa berfungsi aktif dalam membagikan rasa 

nyaman untuk tiap orang dalam seluruh suasana. Pandemi Corona memunculkan 

guncangan keseluruh elemen di Indonesia, semacam dalam zona pembelajaran, 

kesehatan, serta ekonomi. Dibanding dengan sektor- sektor yang lain ialah 

pembelajaran serta kesehatan, zona ekonomi yang sangat banyak disoroti. 

                                                 
1 Muharam,   H.  (2006).  Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya Di Indonesia,     

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. h. 1 
2 Ibid 
3 Ibid. h. 2 
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Memperkirakan kalau iBadan iPusat Statistik imencatat tehadap ilaju iperkembangan 

ekonomi idi Indonesia ihadapi iperlambatan sehingga ijatuh serta ilebih irendah idi 

Kuartal iI/ i2020, iialah icuma i2, 97%. Sedangkan iitui, ipada perkembangan iekonomi 

ilebih besar ipada iKuartal Ii/ i2019 terletak idi iangka 5, 07%. 

Bercermin dari realitas itu, hingga sangat dibutuhkan hadirnya hukum yang 

membagikan perlindungan untuk pekerja. Perihal ini pula sejalan dengan salah satu 

iadagium ihukum yang iberbunyii,“ Lex iSamper iDabit Remediumi”, iyang berarti ihukum 

isenantiasa iberikan obat. 

Dari akibat munculnya wabah virus corona alias pendemi covid- 19 ini perusahan 

memperoleh tugas agar senantiasa membagikan hak untuk pekerja sebab wajib penuhi 

haki-ihak yang isudah diatur idalam iundang- iundangi, walapun terdapat kebijakan idari 

pemerintah imengenai ibekerja idari rumah iataupun iWork From iHomei ( WFHi). tidak 

hanya industri wajib bisa melindungi ataupun melindungi hak pekerja, hendak namun 

pekerja pula diharapkan senantiasa penuhi kewajibannya bekerja sama halnya dengan 

yang sudah dituangkan dalam perjanjian kerja. 

Pada saat pandemi covid-19 ini hukum bermaksud untuk senantiasa menjamin 

Keseimbangan, kejelasan hukum, idan memberi ikemanfaatan ibagi setiap iorangi. Oleh 

ikarena iitu, isetiap ipelanggaran pada ihukum iyang dilakukan ibakal dikenai isanksi iatas 

tindakannya iterselip. iBila ipihak yang ibertanggung ijawab imemberi upah imelanggar 

ikewajibannya, imaka ipekerja iatau iburuh idapat imenuntut agar imeraih ihaknya iyang 

belum iTercukupii. Pihak ipemberi iupah idapat dikenakan isanksi isama seperti itertera 

idalam iPasal 185 iUU iKetenagakerjaan.4  iTidak ihanya iitu, ipelanggaran iuntuk ijam kerja 

iyang isungguh pun idapat iidiberikan sanksii, imenurut iPasal 187 iAyat i (i1) iUU 

Ketenagakerjaan.5 

Perlindungan ihukum ibagi pekerja iatau buruh idi itengah pandemi icorona isaat ini 

ibelum ijelas ipengaturannya di idalam iUU Ketenagakerjaani. iHal iini sebab iUU 

iKetenagakerjaan ibelum menjabarkan isejarah iyang itersimpul dalam isituasi iforce 

imajeure, imaka ipenggolongan pandemi icorona itaruh ikata force imajeure ilagi ikabur idi 

                                                 
4 Pasal 185 UU iNoi.13 iTahun 2003 itentang Ketenagakerjaani 
5 Pasal 187 ayat i (i1) iUU iNo. i13 iTahun 2003 itentang iKetenagakerjaan 
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mata ihukumi. iDi masa ipandemi iini, ihal iutama iyang sangat isering imembebankan 

isejumlah ipekerja iatau buruh imerupakan ipemutusan hubungan ikerja i (iPHK). iBenari, 

ipenataan menyangkut iPHK itelah idicantumkan di idalam iUU iKetenagakerjaan. iPHK 

iatau ipemutusan ihubungan kerja idiusahakan iuntuk idihindari secara ijalan iakhir iakibat 

menderita ikesialan idan ijika terpaksa idilakukani, imaka pengusaha ihendaklah 

imenyerahkan ihak pekerja iatau iburuh isesuai dengan iyang itelah idiatur di idalam ipasal 

i164 ayat i1 iUU iE iNomor 13 iTahun i2003 itentang Ketenagakerjaan. i
6 

Menurut latar belakang masalah di atas, bahwa maksud dari implementasi hak 

pekerja oleh perusahaan di saat pandemi covid-19 ini ialah butuh adanya pengawasan 

antara pekerja atau buruh dan perusahaan untuk memperoleh haknya dan 

kewajibannya sesuai persetujuan yang telah disepakati, agar maksud yang ingin diraih 

mesti dipersetujui. Agar dengan adanya pemenuhan hal termuat bisa memunculkan 

kesejahteraan dan meningkatnya bidang ekonomi di Indonesia.   

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian iini merupakan ipenelitian ihukum normatif iyang menggunakan iteknik 

istudi ikepustakaan yang isumbernya idari idata hukum isekunder idalam mengkaji isuatu 

ipermasalahani. Data isekunder idiperoleh idari literatur ihukum iyaitu iperundangi-

undangani, ijurnal hukumi, ibuku ihukum idan kamus ihukumi. iDalam kiat iini imanfaat 

iutama dari ianalisa iliteratur ihukum yang iditeliti idengan icara ikritis dan ikomprehensif 

iyakni iuntuk menghasilkan isuatu ialasan iyang benar idan imencukupi suatu ipendapat 

ihukum idengan maksud iuntuk imencari ikeutuhan ihukum, ikarena ifokus ikajian 

berangkat idari ikekaburan inorma 7,  imemakai ipendekatani: statute iapproachi, iconceptual 

approachi, iserta ianalytical approachi. iTehnik ipenelusuran bahani-bahan hukumnya 

memakai cara menggali ilmu dengan memeriksa dokumen, serta pemeriksaan kajian 

memakai telaah kualitatif. 

 

                                                 
6 Pasal 164 ayat (1) UU Noi.13 iTahun 2003 itentang iKetenagakerjaan 
7 Metode penelitian ihukum inormatif relevan iditerapkan ipada pengkajian ihukum yang 

imengandung iproblematika norma ikaburi, norma ikosong imaupun inorma konfliki. Lihat iDianthai, iI. iM. 
iPi. (i2016i). Metodologi iPenelitian iHukum Normatif idalam iJustifikasi Teori iHukumi. Prenada iMedia. ih. 12.  
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kerangka Teoretis  

a. Teori Hak Asasi Manusia 

Teori iHak iAsasi Manusia i (HAMi) ijika ke idalam ibahasa iInggris 

dinamakan idengan itheory of ihuman irights itetapi dalam ibahasa iBelanda 

idinamakan theorie ivan de imensenrechten iialah konstituen iteori yang 

imemeriksa itotal tentang ihaki-ihak dasar iyang isudah melekat ipada diri umat 

manusia itu sendiri yang dinamakan dengan kata “hak asasi Manusia”.8 

Tidak hanya itu seandainya kita memandangi perincian hak iasasi imanusia 

menurut ipendapat ibeberapa ahlii, iYanyan Mochamad iberpendapat yaitu 

idalam kesimpulannya seperti, Hak iAsasi iManusia ialah iHaki-hak iyang 

idipunyai ioleh umat imanusia ikarena keberadaannyai, iselaku iumat manusia 

iyang ididapati iberasal idari pemikiran imoral iumat imanusia dan 

idimanfaatkan iuntuk imengayomi harkat idan imartabat isuatu individu iselaku 

iseorang iumat manusia itanpa iMemilah-milah dan wajib dihormati. Jika kita 

perhatikan bahwa simpati Hak Asasi Manusia di atas telah memaparkan 

bahwa HAM itu sudah melekat pada umat manusia sejak ia lahir, kita ketahui 

pada unsur-unsur pendapat pada hak asasi Manusiai, ihak tertera iwajib 

dihormatii, idan dilindungi ibaik ioleh negarai, hukumi, pemerintah idan setiap 

iorang itanpa memperbedakan igenderi, warna ikulit, ibahasai, agamai, ipolitik, 

iKebangsaani, harta idan kelahiran. 

Hak Asasi Manusia yang telah dijelaskan termuat di atas menurut 

penjelasannya dapat idisimpulkan iada beberapa iunsur-iunsur ipandangan hak 

iasasi imanusia yaitu ihak iyang sudah ijelas imelekat ipada umat imanusia 

ikarena keberadaannya iselaku iiUmat imanusia, iyakni ihak tercantum iwajib 

idihormati isesama Umat imanusiai, dijunjung itinggii, idan idilindungi baik ioleh 

inegara, ihukumi, pemerintah idan isetiap iorang dengan itanpa 

                                                 
8HS Salim idan iErlies Septiana iNurbani, i (2016i) Penerapan iTeori iHukum Pada iPenelitian 

iDisertasi Dan iTesis iBuku Ketiga iDepoki: RajaGrafindo iPersadai. h. 255. 
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memperbedakan jenis kelamin, dan perbedaan yang lainnya dalam hal 

tersebut haruslah di hormati. 

Pada penjelasaan di atas terdapat suatu pertanyaan yakni apakah ihak atas 

iupah idan pesangon iyaitu iunsur idari HAM i (ihak asasi iManusiai) iyang di 

imana khususnya ipekerjai/iburuh. iJika mengutip ipada ihukum Pasal i28 ihuruf 

i (di) iUndang-iundang iDasar Republik iIndonesia itahun i1945 (iUUD i1945i) 

menyebutkan bahwa masyarakat mempunyai wewenang untuk bekerja dan 

memperoleh bonus serta diperlakukan dengan cara adil dan layak. Tidak 

cuma itu idalam iPasal 88 iayat i (1i) Undangi-undang iNomor i13 itahun 2003 

itentang iKetenagakerjaan menyebutkan ibahwa i “Setiap ipekerja iatau buruh 

iberhak imendapati gaji iyang idapat imemenuhi ipenghidupan yang ilayak ibagi 

ikemanusiaan.”9 iPada iPeraturan Pemerintah iNomor i78 Tahun i2015 iTentang 

Pengupahan iterkait iPamdemi iCovid-i19 idengan situasi iini idalam hal ibila 

iterjadinya ipemotongan upah ipekerja idengan alasan imerugi iakibat iwabah 

virus icorona iatau Covidi-19i, imaka pemotongan iupah tercantum dapat 

memicu atau memunculkan perubahan hubungan antara pekerja dan 

perusahaan ialah perselihan hak. 

Maka berdasar 3 (tiga) Peraturan di atas telah jelas menunjukkan bahwa 

bekerja dan memperoleh upah yang sesuai dan adil pun layak yaitu bagian 

dari hak Pekerja. Terkecuali itu dalam pelaksanaannya baik Perseroan, 

pemerintah dan hukum dilarang memperbedakan satu sama lainnya serta 

iwajib imenghormati dan imemperkuat ihak-ihak iTertulisi. iBegitupun ihak 

pesangon iialah ihak asasi iyang idipunyai pekerja iusai idiputuskannya 

hubungan ikerja ioleh ipengusaha sesuai idengan imasa ikerja yang itelah 

idilaksanakan. iiHal iini isesuai idengan ketentuan iPasal i156 iayat (i1i) iUndang-

iundang iNomor i13 Tahun i2013 iTentang iKetenagakerjaan ialah imenegaskan 

ibahwa iterlaksana pemutusan ihubungan ikerjai, pengusaha iwajib 

imemberikan iatau imembayar uang ipesangon idani/atau iuang ipenghargaan 

imasa kerja idan iuang penggantian ihak yang isebaik-baiknya di terima oleh 

                                                 
9 Pasal i88 ayat i (1i) UU iNoi.13 iTahun 2003 itentang Ketenagakerjaan 
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Pekerja. Menurut penjabaran pada awal mulanya yakni pada kesepakatan 

bahwa hak pesangon ialah hak pekerja maka tidak iada ialasan bagi 

ipengusaha iuntuk tidak imenghentikan ihak pekerja isetelah iterjadinya 

pemutusan ihubungan ikerja. 

 

2. Bentuk Pemberian Hak Pekerja Akibat Pandemi Covid-19 dan Upaya 

Perusahaan untuk Memenuhinya serta Perlindungan Hukum bagi Hak 

Pekerja yang Terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) 

Permasalahan terpaut dengan ketenagakerjaan jadi permasalahan yang dapat 

dilihat cenderung tidak terselesaikan sampai dikala ini, sebab telah banyak upaya 

agar bisa mengatasinya. Dimana keadaan menimpa ketenagakerjaan idi 

iIndonesia hingga idikala ini imasih idihadapkan ipada sebagian imasalahi- imasalah 

yang ibelum iterselesaikan. iMasalahi-imasalah pokok iyang iwajib idialami 

merupakan itidak iseimbangnya jumlah idalam ipeluang ikerja dengan iangkatan 

ikerjai, rendahnya ikeahlian idalam bidang ikeahlian iserta itingkatan produktivitas 

itenaga ikerja, idistribusi itenaga ikerja yang itidak imenyeluruh baik iregional 

iataupun isektoral pada ibiasanyai, idan perlindungan iserta kesejahteraan itenaga 

ikerja. Terpaut dengan permasalahan iperlindungan iserta ikesejahteraan tenaga 

ikerjai, iterdapat sebagian iperihal iyang ibutuh memperoleh ipengawasani, iialah 

antara ilaini: upah iminimum iyang iterdapat pada isaat iini pada ibiasanya imasih 

iterletak dibawah ikebutuhan hidup iminimum.10 

Kita sadar jika disaat ini di dunia tengah alami wabah corona ataupun 

pandemi covid- 19. Wabah ini sudah memunculkan banyak sekali kerugian 

dimana kategorinya semacam dalam zona pembangunan yang banyak 

menyudahi zona pembelajaran ataupun ekonomi dimana salah satunya 

bersumber pada pada analisis iBadan Pusat iStatistik imencatat kalau ilaju 

iperkembangan iekonomi di iIndonesia ialami iperlambatan yang ijatuh iialah ilebih 

                                                 
10 iSuwarto, iHubungan iIndustrial Dalam iPraktek iAsosiasi Hubungan iIndustrial iIndonesiai, 

Jakartai, i2003, ihi. i210 
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rendah idi Kuartal iIi/ i2020, iialah icuma i2, 97%. Sedangkan iitui, perkembangan 

iekonomi ipada Kuartal iIi/ i2019 terletak ilebih ibesar di iangka i5, 07%. 

Salah isatu izona yang isangat iterdampak dari ipandemi icorona iini merupakan 

iketenagakerjaani. Meluasnya ipenyebaran ivirus corona inyaris di isegala idaerah 

Indonesia isangat ipengaruhi ikinerja, iproduktivitasi, keuangan iperusahaan 

iataupun ikewajiban pengusaha iuntuk ipenuhi ikebutuhan ibayaran operasional 

isalah isatunya membayar ihaki-ihak normatif ipekerja isemacam iupah. iDisamping 

iitu, iterdapatnya ipembatasan pada ikegiatan serta ihimbauan kepada imasyarakat 

iuntuk bekerja idari rumahi (iwork from ihome) serta industri untuk melaksanakan 

kebijakan tersebut ada agar tidak memunculkan sesuatu permasalahan baru 

untuk perusahaan imengingat itidak iseluruh tipe ipekerjaan idapat dikerjakan idi 

rumah ioleh ipekerja.11 

Imbas dari ipandemi corona idalam ibidang iekonomi iikut berefek ipada 

ibidang ketenagakerjaan idi iIndonesia. iPemerintah iIndonesia memberlakukan 

ikebijakan iuntuk ibekerja dari irumah iataupun Work iFrom iHomei ( WFHi) 

isemenjak pertengahan iMaret i2020 isampai iwaktu yang itidak ididetetapkani. 

Hendak itapii, dari ikebijakan iuntuk ibekerja dari irumah iataupun Work iFrom 

iHomei (iWFH) iini ibisa menguntungkan idan ijuga tidak sebab tidak seluruh 

pekerjaan bisa dilakukan idari irumah sehingga ibanyak itenaga ikerja yang imasih 

mesti ialami iPHK. iBersumber ipada iinformasi Departemen iKetenagakerjaan 

isampai i27 Mei i2020, ijumlah ipekerja iyang terserang iPHK imerupakan isebanyak 

1i, 79 juta pekerjai.12 Bercermin idari irealitas iitu, ihingga isangat dibutuhkan 

ihadirnya ihukum iyang membagikan iperlindungan iuntuk pekerjai. iPerihal iini 

pula iseirama idengan isalah satu iadagium ihukum iyang berbunyii,“ iLex Samper 

iDabit iRemediumi”, yang iberarti hukum isenantiasa iberikan iobat. 

                                                 
11 iRandi, iY. i (i2020), iPandemi iCorona Sebagai iAlasan iPemutusan iHubungan Kerja iPekerjai. 

Jurnal iYurispuden iUnisma Malangi, iVol 3i, ino 2, 119-136. h. 121 
12 iIdhom, iA. iM. (i2020). iUpdate iCorona 31 iMareti: iData Kasus idi i32 Provinsi Indonesia i& 

iDunia. Tirto.Id. Available from https://tirto.id/update-corona-31-maret-data-kasus-di-32- provinsi-
Indonesia-dunia-eJYs.  (diakses 15 November 2020). 

https://tirto.id/update-corona-31-maret-data-kasus-di-32-%20provinsi-indonesia-dunia-eJYs
https://tirto.id/update-corona-31-maret-data-kasus-di-32-%20provinsi-indonesia-dunia-eJYs
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Ada pula wujud pemeberian hak oleh perusahaan kepada para pekerja pada 

waktu pandemi covid- 19 ini antara lain ialah memberlakukan ikebijakan iuntuk 

bekerja idari irumah ataupuni “iWork From iHomei”( WFHi) sebab dengan 

diberlakukannya kebijakan tersebut untuk menghentikan penularan bagi para 

pekerja serta dengan tujuan untuk mempunyai produktifitas pekerja membaik 

sebab dengan bekerja dari rumah dapat lebih dekat dengan keluarga sendiri. 

Pada ketentuan iSurat iEdaran Menteri iTenaga iKerja iNomor SEi-

i907/iMEN/iPHI-PPHIi/Xi/2004 TentangPencegahan iPemutusan iHubungan 

Kerja iMassali,13 idi mana ipada hurufi (if) imelaporkan ikalau imengenai Pemutusan 

iHubungan iKerja iialah upaya iterakhir isehabis dicoba serta ialah kebijakan yang 

wajib di putuskan secara final serta huruf(f) melaporkan Mengenai meliburkan 

ataupun merumahkan ipekerja ataupun iburuh isecara ibergilir untuk isementara 

iwaktu. iBersumber ipada penjelasaan itadinya berkenaan dengan pandemi covid- 

19 dikala ini kalau pencegahan pemutusan hubungan kerja massal, pada syarat 

ini jika perusahaan dapat melaksanakan kebijakan meliburkan pekerja ataupun 

merumahkan tidak hanya melaksanakan pemutusan hubungan kerja terhadap 

pekerja yang ialah upaya terakhir serta ialah kebijakan yang wajib di putuskan 

secara final, hingga beda halnya kala industri hadapi kerugian yang besar yang 

tidak terdapat opsi lain sebab sudah tidak dapat membayar upah pekerja.  

Perlindungan upah dikala pandemi terhadap pekerja yang dicoba oleh 

perusahaan, Bahwa untuk pekerja iyang idirumahkan secara ihukum imemiliki 

hak iatas iupah secara ipenuh, iTidak hanya itu dalam iSurat iEdaran Menteri 

iKetenagakerjaan iNomor SEi-05/iM/iBWi/i1998 Tentang iUpah iPekerja iYang 

Dirumahkan iBukan iKe Arah iPemutusan iHubungan iKerja imemberitahukan jika 

ibelum iterdapat iperaturan perundangi- iundangan iyang sudah imengendalikan 

tentang upah pekerja sepanjang bekerja dari rumah hingga dalam perihal 

terdapatnya rencana oleh  pengusaha untuk merumahkan pekerja ataupun 

bekerja di rumah hingga iupah yang idirumahkan idilaksanakan sebagai iberikut.   

                                                 
13 Surat iEdaran Menteri iKetenagakerjaan iNomor SEi-i907/iMEN/PHI-iPPHIi/Xi/i2004 Tentang 

iPencegahan iPemutusan Hubungan iKerja iMassal, ihuruf (f) 
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pertama Pengusaha wajib senantiasa untuk membayar upah pekerja secara 

penuh sesuai peraturan serta perjanjian kerja ialah berbentuk upah pokok serta 

tunjangan senantiasa sepanjang sipekerja dirumahkan ataupun bekerja dari 

rumah sesuai kebijakan kecuali diatur lain dalam perjanjian kerja bersama yang 

disepakati. Poin kedua iApabila pengusaha imembayar upah itidak isecara penuh 

isupaya iterlebih dulu idirundingkan idengan iserikat pekerja iataupun ipekerja 

tentang ibesarnya iupah sepanjang idirumahkani, imetode pembayarannya iserta 

iberapa lama idirumahkani.14  

Perlindungan ipengupahan iuntuk pekerja iataupun iburuh sudah idiatur 

idengan ketentuani- ketentuan ibagaikan berikuti:“ iMelakukan Perlindungan 

iterhadap iPengupahan iuntuk Pekerja iataupun iBuruh iterpaut Pandemi iCovidi- 

i19. iPertama bagi ipekerja iataupun iburuh yang idikategorikan iselaku iOrang 

iDalam Pemantauani ( ODPi) Covid- i19 bersumber ipada ipada ipenjelasan dokter 

isehingga itidak ibisa imasuk ikerja ikarna penularan iakibat ivirus ipaling lama i14 

ihari iataupun sesuai istandar iDepartemen Kesehatani, ihingga iterpaut upahnya 

idibayarkan isecara ibertahap sesuai idengan Pasal i93 iayat(i3) iUndangi- Undang 

iNo 13 iTahun i2003 Tentang iKetenagakerjaan ataupun idirundingkan idengan 

serikat ipekerja imengenai besarnya iupahi, sebab ipekerja berhak memperoleh 

upah yang diberikan oleh perusahaan secara penuh ataupun terdapatnya 

pemotongan iupah apabila isudah idisepakati oleh iperusahaan serta ipekerja.  

Kedua untuk pekerja ataupun buruh iyang dikategorikan ipermasalahan 

isuspek Covidi- i19 serta idikarantina iataupun diisolasi isesuai idengan penjelasan 

maupun menurut dokter, hingga upahnya dibayarkan secara penuh sepanjang 

pekerja tersebut menempuh masa karantina ataupun isolasi. Ketiga untuk 

pekerja ataupun buruh iyang tidak imasuk ikerja karna isakit iCovidi- 19 iserta 

idibuktikan dengan ipenjelasan idan menurut dokteri, hingga iupahnya idibayarkan 

isesuai peraturan iperundangi- iundangan serta iperjanjian iyang telah iterbuat. 

Keempat untuk perusahaan yang hendak melaksanakan kebijakan dari 

                                                 
14 iSurat Edaran iMenteri iKetenagakerjaan Nomor iSEi-05/iM/iBW/i1998 iTentang Upah iPekerja 

iYang iDirumahkan Bukan iKe iArah Pemutusan iHubungan iKerja. 
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pemerintah ialah pembatasan aktivitas untuk pekerja serta kegiatan iusaha iakibat 

kebijakan ipemerintah idi tiapi-itiap wilayah iyang bertujuan untuk penghindaran, 

penanggulangan, serta penularan iCovidi- i19, isehingga imenimbulkan sebagian 

iataupun isegala ipekerja ataupun iburuhnya itidak ibisa masuk ikerjai, dengan 

imemikirkan iseluruh aspek idemi kelangsungan iusaha hingga pergantian besar- 

besaran ataupun metode pembayaran iupah ipekerja ataupun iburuh dilakukan 

isesuai idengan ikesepakatan serta iperjanjian antara ipengusaha idengan pekerja 

iataupun iburuh.15  

pada peluang ini apakah tiap perusahaan dapat untuk senantiasa membayar 

iupah ikepada pekerjanyai. iTentu tidaki, imengenai tentang iitu iapabila perusahaan 

itidak idapat iuntuk membayar iupah itiap ibulannya kepada ipekerja ihingga 

idiharapkan supaya ipengusaha iyang ibersangkutan bisa imengajukan 

ipermohonan ipenangguhan pembayaran iupah ikepada ipemerintah iataupun 

ilembaga yang iditunjuk ioleh pemerintahi.16  

Terdapatnya pemberlakuan mengenai upah dicicil ataupun dipotong 

mengingat pada disaat ini tengah terjadinya wabah virus corona, bersumber 

pada Surat iEdarani ( SEi) iMenteri iKetenagakerjaan No iMi/ 3i/ iHKi- 04i/ iIIIi/ 2020 

itentang iperlindungan ipekerja serta ikelangsungan iusaha idalam irangka 

mengenai ikebijakan iuntuk ipenghindaran, ipenanggulangan iserta penularan 

icovidi- i19 dengan iketentuani- iketentuan sebagai iberikuti: ai) iUntuk pekerja 

iataupun iburuh iyang dikategorikan iselaku iODPi ( Orang iDalam iPengawasani) 

covidi- i19 bersumber ipada ipenjelasan idokter sehingga itidak idiperbolehkan 

masuk ikerja iialah ipaling lambat i14i (iempat belasi) ihari sesuai ikedalam istandar 

iMenteri iKesehatan serta iupahnya iwajib idibayar penuhi; ibi) Untuk ipekerja iyang 

apabila idikategorikan ipermasalahan isuspect covidi- i19 akibat ipenularan ipekerja 

idi karantina iataupun idi isolasi isesuai idengan ikebijakan serta ibagi ipenjelasan 

dokter isepatutnya imengenai iupahnya dibayar isecara ipenuh idengan syarat 

                                                 
15 Prajnaparamithai, Ki., i& iGhoni Mi. iR., i (i2020) iPerlindungan iStatus Kerja iDan     iPengupahan 

Tenaga iKerja iDalam iSituasi iPandemi COVIDi-i19 iBerdasarkan Perspektif iPembaharuan iHukumi. 
Administrative iLaw i& Governance iJournali, iVolume 3i, iNo i2. ihlmi. 319 

16 Jokai, iR. iMi., (i2020i). iImplikasi pandemi icovidi-19 iterhadap ipemenuhan ihak hukum ipekerja 
iyang diputuskan ihubungan ikerja ioleh pengusahai, iJurnal Bisamulia iHukumi, Volume i9i,  Noi. 1.h. 7 
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isepanjang imasa di ikarantina iataupun idi isolasii; ic) iUntuk ipekerja yang itidak 

imasuk untuk ikerja ikarna tengah isakit iakibat wabah icovidi- 19 iserta idibuktikan 

dengan iterdapatnya iketerangan idokter hingga iupahnya iwajib idibayar sesuai 

idengan iperaturan perundangi-undangan iyang iberlaku; iserta di) iUntuk 

pengusaha iyang imelaksanakan pembatasan ikegiatani- kegiatan iusaha iakibat 

alami isuatu kerugian atau harus terlaksana karna kebijakan pemerintah di tiap-

tiap wilayah guna ipencegahan iserta penanggulangan ipenularan covidi- i19 

sehingga isebagian ataupun iseluruh ipekerja iataupun buruh itidak imasuk untuk 

ikerja dengan memikirkan seluruh aspek dalam kelangsungan usaha hingga 

terpaut pergantian besar-ibesaran ataupun ipembayaran iupah pekerja idilakukan 

isesuai ikesepakatan iataupun perjanjian iantara iperusahaan serta ipekerja.17  

Dikala timbulnya wabah virus corona sudah memunculkan banyak kerugian 

tercantum pada zona ekonomi serta akibatnya terhadap industri, banyak industri 

dihadapkan dengan sesuatu keadaan yang susah, dimana imengharuskannya 

iuntuk segera imengambil isuatu keputusan isupaya imenimbulkan kebijakan 

iterbaik iuntuk iperusahaan ataupun ipara ipekerja di itengah iterdapatnya himpitan 

iekonomii, itekanan sosial iserta ipolitiki. Dalam isuasana yang dikala ini tengah 

krisis semacam ini membuat perusahaan tidak memiliki opsi lain tidak hanya 

melaksanakan Pemutusan iHubungan iKerja karna imereka iwajib imenekan 

pengeluaran ibiaya ioperasional secara ibesari-besarani. Tetapi, pada saat 

terbentuknya Pemutusan Hubungan Kerja ialah sesuatu keputusan yang 

merugikan para pekerja. Tidak hanya itu, Undangi-iUndang No i13 iTahun 2003 

itentang iKetenagakerjaan menegaskan ibahwa iPemutusan Hubungan iKerja 

isepatutnya jadi langkah terakhir dengan kebijakan final yang dapat ditempuh.18 

Syarat ketenagakerjaan sebagaimana diartikan dalam Undang- Undang 

Ketenagakerjaan tersebut sudah jelas iberupaya imembagikan perlindungan iakan 

ihak-ihak ipekerja idengan melaporkan ijika ipengusaha dengan iseluruh idaya 

                                                 
17 Surat iEdaran Menteri iKetenagakerjaan iNomor Mi/i3/HK. i04/iIIIi/i2020 Tentang iPerlindungan 

iPekerja/iBuruh iDan Kelangsungan iUsaha Dalam iRangka Pencegahan Dan iPenanggulangan iCovidi-19i. 
18 iAnwari, Mi. (i2020). iDilema iPHK idan Potong iGaji Pekerja  iDi iTengah iCovid-i19i, iJurnal Adalah 

iUin iJakartai, Volume 4i, iNo 1i. h. i174i-175i 
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upaya iuntuk itidak imelaksanakan aksi ipemutusan ihubungan ikerja terhadap 

ipekerjaii. Bila ipemutusan ihubungan kerja itidak isanggup ilagi dihindarkan 

ihingga iantara iperusahaan serta ipekerja iharus imelaksanakan negosiasi iterkait 

pemutusan hubungan kerja tersebut untuk imencari ikesepakatan-ikesepakatan 

yang itepat isehingga tidak imerugikan imasing-iimasing pihaki. iYang jadi 

permasalahan merupakan terdapat sebagian pengusaha yang nakal dengan 

menggunakan peluang pandemi covidi- i19 sehingga idengan isewenangi-wenang 

imelaksanakan ipemutusan hubungan ikerja iataupun imerumahkan pekerjanya 

idengan itanpa imembagikan upah iataupun ihak iatas pesangoni. iSerta yang ilebih 

itragis ataupun imengejutkan ilagi imerupakan ipada saat ipengusaha imelaporkan 

iuntuk diputuskan imerumahkan ipekerja ataupun idiputuskan iuntuk 

imelaksanakan ipemutusan hubungan ikerja idengan ipekerjanya karna isuatu 

iperihali, pengusaha itersebut itidak imengajak ipekerjanya untuk imelaksanakan 

inegosiasi iantara iperusahaan dan pekerja terlebih dulu melainkan isecara 

isewenangi- wenang imaupun isecara sepihak imemerintahkan ipekerja iuntuk tidak 

imasuk ikerja(idirumahkan) maupun bekerja dari rumah dengan tanpa membayar 

upah. Sikap yang kurang baik tersebut jelas- jelas sudah menyebabkan kerugian 

untuk pekerja serta kehabisan pemasukan.19  

Untuk imelindungi ihak para ipekerja akibat iPHK itersebuti, Pemerintah iselaku 

isalah satu ifaktor dalam imelakukan iikatan iindustrial telah imemberikan ijaminan 

perlindungan ihukum iuntuk pekerja iyang idiputus ihubungan kerjanya ioleh 

ipengusaha isebagaimana diatur idalam iUndangi-Undang iKetenagakerjaani. 

iSelaku ketentuan ipokok idibidang iketenagakerjaani, UU iKetenagakerjaan itidak 

icuma imengendalikan mengenai ipelaksanaan ihubungan iindustrial isemenjak 

akan iterjadinya ihubungan iindustriali, imelainkan mengatur ipula imengenai 

iberakhirnya ihubungan iindustrial yang iidibentuk iantara pekerja idengan 

ipengusaha. 

                                                 
19 Joka, R. M., (2020). Implikasi pandemi covidi-i19 terhadap ipemenuhan hak ihukum ipekerja 

yang idiputuskan ihubungan kerja ioleh ipengusahai, Jurnal iBisamulia Hukumi, iVolume 9i,  Noi. 1i.h. 8 
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Tetapi dalam masa krisis ini yang disebabkan oleh munculnya pandemi 

Covid- 19 ataupun wabah virus corona meluas, tentunya aksi pemutusan 

hubungan kerja secara otomatis menjadi kabar yang sangat kurang baik. 

Pemutusan ihubungan ikerja itu isendiri menurut iUndang-iundang ididefinisikan 

sebagai suatu pemutusan atas hubungan kerja sebab sesuatu hal tertentu seperti 

kerugian yang di alami oleh perusahaan yang menyebabkan berakhirnya hak 

serta kewajiban antara pekerja ataupun buruh serta pengusaha. Perjanjian kerja 

antara pekerja dan perusahaan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dapat 

berakhir dengan terdapatnya sebagian keadaan ialah, pekerja meninggal dunia; 

berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja yang sudah disepakati oleh pekerja 

dengan perusahaan serta pemberi kerja ialah perusahaan mengenai terdapatnya 

putusan majelis hukum dan ataupun putusan penetapan lembaga penyelesaian 

perselisihan ikatan industrial yang sudah memiliki kekuatan hukum senantiasa 

terkait pemutusan hubungan kerja, ataupun terdapatnya kondisi terkait dengan 

peristiwa tertentu yang dicantumkan dalam peraturan perusahaan, serta 

perjanjian kerja bersama yang sesuai dengan hukum serta sesuatu perjanjian 

yang sudah terdapat sebelumnya yang bisa menimbulkan berakhirnya hubungan 

kerja.20 

Pemutusan iHubungan Kerja iialah sesuatu ihal iyang ditakuti ioleh karyawan 

iataupun pekerja yang dilakukan oleh perusahan akibat dari sesuatu imbas 

kerugian. Tentang ini disebabkan keadaan ekonomi tengah menyusut serta 

perekonomian iyang iberakibat pada ibanyak iperusahaan yang imesti igulung 

tikari, iserta ipasti saja iberakibat ipada pemutusan ihubungan ikerja yang 

idilakukan isecara isepihak oleh ipengusaha.21 Umar Kasim pula menarangkan 

kalau pemutusan hubungan kerja ialah isu yang sangat sensitif untuk para 

pekerja, perusahaan sepatutnya bijaksana dalam melaksanakan pemutusan 

                                                 
20 Romlah, S. (2020). Covidi-i19 dan iDampaknya iTerhadap Buruh idi Indonesiai, iJurnal Adalah Uin 

Jakarta, Volume 4, No 1.. h. 215 
21 Maringani, Nikodemusi, i (2015i), Tinjauan iYuridis iPelaksanaan Pemutusan iHubungan iKerja 

(iPHKi) iSecara Sepihak iOleh Perusahaan iMenurut iUndang-iUndang iNoi. i13 iTahun 2003 iTentang 
iKetenagakerjaani, Jurnal iIlmu iHukum Legal iOpinioni,  iEdisi 3i, iVolume 3i, iNomor 3i, ih. 2. 
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hubungan kerja terhadap pekerja dalam menentukannya, mengingat tentang hal 

tersebut bisa menyusutkan kesejahteraan warga ataupun pekerja, banyak pekerja 

yang kehabisan pekerjaan, apalagi ilebih igawat ilagi ipemutusan ihubungan kerja 

ibisa imenyebabkan penganggurani.22 

Pemutusan ihubungan ikerja ialah isesuatu kejadian ataupun kondisi dimana 

tidak sama sekali diharapkan terjadinya oleh para pekerja, paling utama dari 

golongan pekerja karna dengan iPHK pekerja iyang ibersangkutan akan 

ikehilangan imata ipencaharian untuk imenghidupi idiri dan ikeluarganyai. ioleh 

Sebab iitu ikepada seluruh ipihak iyang iikut serta idalam ihubungan iindustrial 

ibaik pengusahai, ipekerja, iataupun iPemerintah, idengan iseluruh idaya serta 

iupaya iwajib mengusahakan isupaya ijangan terjadi ipemutusan ihubungan kerjai.23 

idalam Undangi- iundang Ketenagakerjaani, imendefenisikan ipemutusan 

hubungan ikerja isebagai iwujud ipemutusan hubungan ikerja isebab sesuatu ihal 

itertentu yang imenyebabkan berakhirnya ihak idan kewajiban iantara ipekerja 

iserta pengusahai. iSyarat tersebut iberlangsung isesudah adanya ipenetapan idari 

lembaga ipenyelesaian iperselisihan perburuhan isemacam imediatori, konsiliatori, 

iataupun Pengadilan iHubungan iIndustrial(iPHI). 

Pada saat pemutusan hubungan kerja berlangsung, Undang-undang 

Ketenagakerjaan selaku syarat pokok sudah membagikan iperlindungann hukum 

imengenai ihak- ihak ipekerja yang imengalami ipemutusan hubungan ikerjai. Di 

iantara ilain imengatakan bahwa idalam ihal iterjadi pemutusan ihubungan ikerjai, 

pengusaha idiharuskan imembayar uang ipesangon idan iataupun uang 

ipenghargaan imasa ikerja serta iuang ipenggantian hak iyang isepatutnya iditerimai. 

Terkait idengan iterdapatnya perlindungan ihukum iterhadap ipekerja yang ialami 

ipemutusan hubungan kerja ioleh iperusahaan karena ialasan force imajeure iatau 

keadaan idi iluar kemampuan iperusahaan.24  

                                                 
22 Kasim,Umar (2004), Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja, Informasi Hukum 

,Volume 2, h. 26. 
23 iHusni, iLalu, i (i2004), iPenyelesaian perselisihan iHubungan Industrial iMelalui iPengadilan dan idi 

iLuar iPengadilan, iPT, iJakartai: iRajagrafindo Persadai, ih. 195. 
24 Randii, Yi. (i2020), iPandemi Corona iSebagai iAlasan Pemutusan iHubungan iKerja Pekerjai. 

iJurnal iYurispuden Unisma iMalang, iVol 3, no 2, 119-136. h. 132 
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iDalam ihal wabah icovidi-19 iinii, bisa idikatakan iapabila isuatu iperistiwa atau 

ikejadian iyang tidak iterduga ipada isaat perjanjian iatau ikebijakan itu idibuat, 

tentang hal itu jika ada syarat yang dapat dibuat sedangkan saat ini tengah ada 

wabah yang Menyebar, menimpa dan imenjangkiti, pemutusan ihubungan ikerja 

tidak idapat dijadikan ialasan isekiranya force imajeure iatau didalam isuatu 

suasana di luar kemampuan Perusahaan. Dengan Begitu, maka butuh adanya 

iperlindungan iuntuk tenaga ikerja untuk imenjamin ihak-ihak dasar ipekerja idan 

iuntuk mewujudkan ikesejahteraan ipekerja dengan itetap imemfokuskan 

perkembangan ikepentingan iPerusahaan.25  

Dalam ihukum iketenagakerjaan iyang adai, iperusahaan dan ibeberapa pekerja 

imemiliki ihak dan iamanah iyang hendaklah idiberikan idan dilindungi ioleh 

iMasing-imasing ipihak. iSuatu iperusahaan memiliki itanggung ijawab dan 

iamanah iuntuk isenantiasa menjamin iKesehatani, keselamatani, ikeamanan iupah 

dan iperlakuan iyang adil ibagi ibeberapa pekerja isesuai idengan iundang-iundang 

idan kesepakatan iyang itelah idibuat. iKarena ipara pekerja iadalah isalah satu iasset 

ipaling utama idalam ipengaruh keberhasilan isuatu iPerusahaan. iDengan 

ipernyataan itersebut sudah imenjadi ikonsekuensi ilogis bahwa isuatu iperusahaan 

ihendaklah memelihara idan menjamin ikeinginan iseluruh ikaryawan atau 

Pekerja.26 

Hubungan iantara pengusaha idengan pekerja iyang iterbawa pada 

ikesepakatan ikerja, idan iciri perundangi-iundangan tentu iperlu imengoptimalkan 

ihak dan itugas bagi ipengusaha imeskipun pekerja iselama iataupun sesudah 

iamanat iitu iBerhenti. iDalam ihal iberakhirnya suatu ikontrak ikerjai, hal iini idapat 

iterkabul layaknya iPeraturan iKetenagakerjaan di imana isalah isatu penyebabnya 

ikesepakatan ikerja ikarena adanya ikejadian itertentu iyang menyebabkan 

iberakhirnya ihubungan ikerja. iMengacu ipada iketentuan termuat ibahwa iPHK 

iyang dilakukan isemasa iPandemi iCovid-i19 iini idapat dilakukan iselama 

ikesepakatan iitu mencantumkan iklausul iforce imajeure selaku ipengatur 

                                                 
25 iAdisui, Ei., i& Jehanii, Li. (2007i). Haki-iHak Pekerja iPerempuani. Tanggerangi: Visi iMediai. 
26 iJuaningsihi, Ii. Ni., i (2020i) Analisis iKebijakan iPHK Bagi iPara iPekerja iPada Masa  iPandemii 

Covidi-i19 di iIndonesiai, Jurnal iiAdalah iUin iJakartai, Volume i4i, iNo 1. hi. i192 
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ipemutusan iperjanjian kerjai. iSekiranya ipengusaha melaksanakan iPHK iyang 

berarti imemutus iperjanjian ikerja dengan icara isepihak, iwalaupun idengan dalil 

iforce imajeure idalam hal iini ipandemi iCovid-i19 ini pengusaha tetap dibebankan 

dengan tanggungan untuk mengakhiri kewajibannya pada pekerja atau buruh 

yang ter-PHK, agar hak-hak ter-PHK dilindungi dan kewajiban pengusaha 

terlaksana sama seperti yang diatur dalam Ketentuan dalam peraturan 

Ketenagakerjaan.27 

Dalam iMasa Pandemi iCovidi-19 idapat dilakukan iPHK isebagaimana kategori 

iCovidi-i19 yang itergolong iForce Majeure iRelative. Tanggung jawab pengusaha 

untuk pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja untuk membayar 

pesangon serta yang lainnya sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang ada. 

Ketentuan itersebut imenyatakan bahwa ibagi pengusaha idapat imelaksanakan 

PHK ikarena iperusahaan tidak imengalami ikeuntungan isebaliknya menghadapi 

ikerugian idengan icara terus imenerusi, maupun ikarena iperusahaan iakan tutupi, 

iatau iperusahaan yang itengah imengalami ikeadaan yang imemaksa isehingga 

menyebabkan ipekerja ihendaklah mengalami ipemutusan ihubungan kerja 

idengan itetap perusahaan hendaklah memenuhi hak pekerja atas uang pesangon, 

uang penghargaan dan uang pengganti hak sebesar Masing-masing satu kali.28 

Oleh ikarena iitu pengusaha iwajib untuk isenantiasa imenunaikan 

kewajibannya iterhadap ipemenuhan ihak pekerja iyang imengantongi pemutusan 

hubungan kerja yakni menyelesaikan penyetoran pesangon dan yang lain. 

Sebagaimana kesepakatan Ketentuan Ketenagakerjaan bahwa ipemutusan 

ihubungan kerja iialah ipemutusan relasi ikerja idisebabkan suatu isituasi itertentu 

iyang mengakibatkan iberakhirnya itanggung jawab idan ihak antara ipekerja idan 

pengusaha.29 

                                                 
27 Nesya, M. P., & Sarjana, M. I., (2020) pengaturan pemberian pesangon bagi pekerja yang 

mengalami phk pada masa pandemi covid -19, Jurnal Kerthasemaya Bandung, Vol 8, No 11. 
h. 1761-1772 

28 Mogii, Erica iGita. i (i2017). iPerlindungan Hukum iTerhadap iTenaga Kerja iyang idilakukan 
Pemutusan iHubungan iKerja Sepihak ioleh iPerusahaan Menurut iUU iNo 13 Tahun 2003 iTentang 
iKetenagakerjaan. iLex iAdministratum. 5i, No.2 . 61-i68. 

29 Zainii, Ahmadi. (2017i). “iPengaturan iPemutusan Hubungan iKerja (iPHKi) Menurut iPeraturan 
iPerundangan undangan iKetenagakerjaani”. Ali-Ahkam 13i, iNo.1. 76-110. 
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D. PENUTUP 

Berdasarkan pada uraian dalam pembahasan bahwa implementasi hak pekerja 

merupakan kewajiban bagi perusahaan karena sesuai dengan perjanjian yang sudah ada 

sebelumnya bentuk dari pemberiannya yaitu adanya kebijakan untuk bekerja dari 

rumah karena untuk meminimalisir penularan antra pekerja, adanya perlindungan 

upah pekerja dan adanya sistem pengupahan secara dicicil atau di potong mengingat 

bahwa Indonesia sedang mengalami wabah virus menular corona yang merugikan 

banyak sektor salah satunya dalam sektor ekonomi yang berdampak kepada para 

pekerja dan perusahaan. 

Terkait upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, 

perusahaan selalu memberikan nya sesuai peraturan secara adil dan bijaksana dimana 

perusahaan selalu melindungi hak-hak bagi pekerja walaupun sedang pandemi covid-

19 ini dengan segala upaya perusahaan untuk tidak melakukan kesalahan. 

Upaya perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan 

kerja perusahaan berkewajiban untuk membayar pesangon untuk pemutusan 

hubungan kerja disebabkan suatu kondisi tertentu yang mengakibatkan berakhirnya 

kewajiban dan hak antara pekerja dan pengusaha, yang terpenting adalah baik secara 

hukum dan peraturan hak dan kewajiban itu harus terlaksanakan untuk 

memaksimalkan suatu yang sudah diperjanjiakan serta dipertanggungjawabkan. 
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